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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Dasar-Dasar Pepajakan 

a. Pengertian Perpajakan 

Definisi pajak menurut Undang-undang No.28 tahun 2007, pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.  

Pengetian pajak menurut beberapa ahli : 

(1) Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi 

kepentingan bersama. Banyak para ahli mendefinisikan tentang pengertian 

pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Adriani dalam 

buku Waluyo (2008:2) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 

umum (undang-undang), dengan tidak mendapat prestasi kembali, yaitu 

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk 

menyelenggarakan pemerintah. 

(2) Menurut Markus (2002:1), pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) 

yang berdasarkan undang-undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat 

kepada Negara tanpa mendapatkan kontra prestasi yang diterima rakyat 
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secara individual dan langsung dari Negara, serta bukan merupakan penalti 

yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan Negara, dan sisanya 

jika ada digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrument 

untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat 

(3) Menurut Soemitro dalam buku Zalin (2005:10), pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat 

dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 

umum Negara.  

(4) Menurut Sunarto (2002:2), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal, yang 

langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 

 

(5) Berbeda dengan definisi pajak para ahli di atas, Meliala dalam penelitian 

Prasetyo (2010:9) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada 

kas Negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian 

dan peran serta rakyat untuk membiayai Negara dan pembangunan 

nasional. 

 

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 

unsur - unsur:  

(1) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 
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(2) Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke negara 

(pemerintah) 

(3) Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya, dan sifatnya dapat dipaksakan. 

(4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah (fungsi 

budgetair), yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan 

untuk membiayai investasi publik.  

(5) Pajak dapat dipaksakan tanpa mendapat kontraprestasi langsung secara 

individual yang diberikan oleh pemerintah 

(6) Pajak dapat dipungut baik langsung maupun tidak langsung 

(7) Pajak untuk melaksankan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi (fungsi regulerend). Contoh: dikenakan pajak yang tinggi terhadap 

minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. 

Berdasarkan definisi diatas, pengertian pajak adalah iuran yang dapat 

dipaksakan, dimana pemerintah dapat memaksa Wajib Pajak untuk memenuhi 

kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Setiap Wajib Pajak 

yang membayar iuran atau pajak kepada negara tidak akan mendapat balas jasa 

yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi imbalan yang secara tidak langsung 

diperoleh Wajib Pajak berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada 

seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah, dan 

sebagainya. (Irma, 2013) 

Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang sangat signifikan antara 

pakar tersebut diungkapkan oleh Meliala (2007) Pembayaran pajak tidak hanya 
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berdasarkan undang-undang saja, tetapi juga merupakan wujud pengabdian 

seseorang terhadap negaranya. Hal ini tidak diungkapkan oleh para pakar lainnya 

sehingga terkesan bahwa pajak ini merupakan paksaan kepada rakyat. (Prasetyo, 

2010) 

Jadi sebenarnya pajak itu bersifat sukarela sekaligus dapat dipaksakan oleh 

undang-undang. Sebenarnya kedual hal ini tidak bertentangan karena pajak 

merupakan wujud pengabdian masyarakat kepada negaranya sesuai dengan 

pengamalan Pancasila sila ke-3, yaitu Persatuan Indonesia, sehingga walaupun 

tidak dapat dipaksakan oleh undang-undang, masyarakat tetap akan berinisiatif 

membayar pajak secara sukarela. Dengan definisi seperti ini yang diungkapkan 

oleh Meliala (2007) diharapkan semua warga negara membayar pajak dengan 

lebih taat. (Prasetyo, 2010) 

b. Fungsi Pajak 

Menurut Resmi (2005:2) fungsi pajak dalam masyarakat suatu negara 

terbagi dalam 2 (dua) fungsi, yaitu:  

(1) Fungsi Budgetair (sumber dana bagi pemerintah) fungsi ini bertujuan untuk 

memasukan penerimaan uang untuk kas negara sebanyak-banyaknya antara 

lain mengisi Anggaran Pendapatan  Dan Belanja Negara (APBN) sesuai 

dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi 

anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang tercapai. 

(2) Fungsi Regulerend (mengatur) fungsi pajak yang secara tidak langsung 

dapat mengatur dan  menggerakan perkembangan sarana perekonomian 

nasional yang produktif. Adanya pertumbuhan perekonomian yang 

demikian maka akan dapat menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak 
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yang baru yang lebih banyak lagi,sehingga basis pajak lebih meningkat lagi. 

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi regulerend adalah: 

(a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi 

transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang  maka 

tarif pajaknya  semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal 

harganya. Pengenaan pajak dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-

lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup 

mewah). 

(b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar 

pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi 

(membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan 

pendapatan. 

(c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha 

terdorong mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat 

memperbesar devisa Negara. 

(d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan hasil barang industri 

tertentu, seperti industri semen, rokok, baja dan lain-lain: dimaksudkan 

agar terdapat penekanan terhadap produksi tersebut karena dapat 

mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan). 

(e) Pemebebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: 

dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. 

(f) Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing 

agar menanamkan modalnya di Indonesia. 
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Berdasarkan fungsi pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi 

budgetair merupakan suatu alat untuk mengisi kas negara atau daerah 

sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan 

pembangunan pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan fungsi 

regulerend yaitu bersifat mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi 

dan budaya. 

 

2. Tarif Pajak 

Menururt Mardiasmo (1992:10) pajak dipungut berdasarkan tarif. Ada empat 

macam tarif pajak, yaitu tarif proposional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif 

degresif. 

(1) Tarif Proporsional  

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan 

pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya 

nilai yang dikenai pajak. 

(2) Tarif Tetap  

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.  

(3) Tarif Progresif  

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar.  
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(4) Tarif Degresif  

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenai pajak 

semakin besar.  

 

Tarif pajak merupakan ukuran atau standar pemungutan pajak, dalam 

hubungannya dengan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh maka 

tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 

(1) UU PPh. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak 

proporsional yaitu 10%. 

 

3. Pengertian Persepsi 

 

Untuk memahami persepsi terhadap perilaku penggelapan pajak, terlebih 

dahulu akan diterangkan beberapa konsep mengenai persepsi menurut ahli. 

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan persepsi adalah:  

 Persepsi (dari bahasa Latin perceptio, percipio) adalah tindakan menyusun, 

mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memeberikan gambaran dan 

pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf, 

yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra. Seperti 

misalnya penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata, 

pencium yang memakai media molekul bau (aroma), dan pendengaran yang 

melibatkan gelombang suara. Persepsi bukanlah penerimaan isyarat secara pasif, 

tetapi dibentuk oleh pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian. Persepsi 

bergantung pada fungsi kompleks sistem saraf, tetapi tampak tidak ada karena 

terjadi di luar kesadaran. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_saraf
http://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_suara
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Secara sempit persepsi adalah sebagai suatu tangkapan rangsang dari luar oleh 

panca indera. Sedangkan persepsi secara luas adalah sebagai suatu pengertian, 

pemahaman, penafsiran terhadap suatu obyek tertentu. Sejalan dengan pengertian 

tersebut di atas, persepsi menurut Plano dalam penelitian Rachmadi (2014) 

diartikan sebagai “hasil atau proses yang melahirkan kesadaran akan sesuatu hal 

dengan perantaraan pemikiran yang sehat”. Pareek dalam penelitian Rachmadi 

(2014) mengemukakan bahwa persepsi mencakup dua proses kerja yang saling 

terkait, yaitu: 

(1) Menerima kesan melalui penglihatan, sentuhan dan melalui indera lainnya.  

(2) Penafsiran atau penetapan arti atas kesan-kesan inderawi tersebut. Arti 

ditetapkamelalui kesan-kesan inderawi dengan struktur pengertian (keyakinan 

relevan yang muncul dari pengalaman masa lalu) seseorang dan struktur 

evaluatif (nilai-nilai yang dipegang seseorang).  

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa persepsi mengandung 

unsur :  

(1) Adanya kesan inderawi  

(2) Penafsiran dan penetapan arti atas kesan-kesan inderawi  

(3) Timbulnya kesadaran atas suatu obyek tertentu  

(4) Pengaruh pengalaman dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang  

Dengan demikian persepsi adalah proses untuk memahami dan kemudian 

menafsirkan suatu obyek tertentu, dimana penafsiran itu dipengaruhi oleh nilai-nilai 

yang ada dalam individu tersebut. Persepsi individu banyak dipengaruhi oleh 

berbagai faktor termasuk di dalamnya lingkungan sosial, di mana individu yang 
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bersangkutan melakukan interaksi sosial (Plano, 2005). Lingkungan sosial akan 

membentuk kepribadian, cara pandang seseorang terhadap suatu obyek dan cara 

berpikir. Persepsi individu akan membentuk persepsi masyarakat, mengingat bahwa 

masyarakat merupakan kumpulan individu yang saling mengadakan interaksi sosial 

(Rachmadi, 2014:12) 

 

4. Pengertian Wajib Pajak 

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pengertian wajib 

pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan perpajakan. 

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Kewajiban 

perpajakan Wajib Pajak badan maupun perseorangan sesuai dengan undang-undang 

KUP antara lain:  

(1) Wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk 

mendapatkan NPWP.  

(2) Wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, 

lengkap dan jelas.  
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(3) Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui Kantor Pos atau Bank 

persepsi yang ditunjuk. 

Jadi dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari 

dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak badan yang memenuhi 

definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang 

merupakan objek pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut 

pajak atau pemotong pajak tertentu. 

5. Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 

a. Pengertian Penggelapan Pajak 

Suatu perencanaan pajak atau disebut juga sebagai perbuatan penghindaran 

pajak yang sukses, harus dibedakan secara jelas dengan perbuatan penggelapan 

pajak. Hal ini mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh 

wajib pajak terhadap kewajiban dalam perpajakannya (Prasetyo, 2010). 

Pengertian pengelakan pajak (tax evasion) menurut Wikipedia sering 

disamakan dengan penghindaran pajak (tax avoidance). Pengelakan pajak 

merupakan pelanggaran dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau 

mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari 

penghasilannya. Sedangkan penghindaran pajak (tax avoidance), wajib pajak 

tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan 

jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan 

pembuat undang-undang. 

Sebagian besar para ahli berpendapat bahwa sesungguhnya antara 

penghindaran pajak dan penggelapan pajak terdapat perbedaan yang 
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fundamental, akan tetapi kemudian ternyata bahwa perbedaan tersebut menjadi 

kabur, baik secara teori maupun aplikasinya. Secara konseptual, justru dalam 

menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak. 

Kesulitannya terletak pada penentuan perbedaannya, akan tetapi berdasarkan 

konsep perundang-undangan, garis pemisahnya antara melanggar undang-

undang (unlawfull) dan tidak melanggar undang-undang (lawfull) (Prasetyo, 

2010). 

Mardiasmo dalam penelitian Irma (2013) mendefinisikan penggelapan pajak 

(tax evasion)  

“Adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban 

pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-

undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak 

legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan 

yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan 

tidak lengkap dan tidak benar”.  

Menurut Setiawan dalam penelitian Irma (2008) tax evasion yaitu  

“cara menghindari pajak dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bila diketemukan dalam 

pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi dan 

pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.  

Masri (2012:5) menjelaskan pembahasan mengenai penggelapan pajak (tax 

evasion) adalah sebagai berikut: 
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“Usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-

ketentuan pajak yang berlaku. Pelaku tax evasion dapat dikenakan sanksi 

administratif maupun sanksi pidana.” 

Menurut Wallschutzki beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Wajib 

Pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Irma, 2013:34), adalah sebagai 

berikut:  

(1) Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan 

 perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-

 ketentuan tertentu 

(2) Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil  

(3) Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya 

(4) Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat 

(5) Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak  

(6) Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi  

 

b. Dampak Penggelapan Pajak 

Menurut Siahaan dalam penelitian Irma (2013) penggelapan pajak 

membawa akibat pada pada perekonomian secara makro. Akibat dari 

pengelakan pajak sangat beragam dan meliputi berbagai bidang kehidupan 

masyarakat, antara lain sebagai berikut: 
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(1) Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dalam Bidang Keuangan 

Penggelapan/pengelakan pajak (sebagaimana juga halnya dengan 

penghindaran diri dari pajak) berarti pos kerugian yang penting bagi 

Negara, yaitu dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan 

konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan penaikan tarif 

pajak, inflasi, dan sebagainya. Untuk menjamin pemungutan pajak secara 

tepat, sering dikemukakan falsafah sebagai berikut, “Wajib Pajak yang 

mengelakan pajak mungkin mengira  bahwa Negara mengambil sejumlah 

yang telah ada dikantungnya. Pada hakikatnya  dialah yang mengambil uang 

dari warga-warga yang oleh Negara  harus diminta pengorbanan lain (untuk 

mengimbangi kekurangan yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak yang tidak 

menunaikan kewajibannya itu)”. 

(2) Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dibidang Ekonomi  

Menurut Siahaan dalam penelitian Irma (2013), adapun akibat dari 

penggelapan pajak dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut 

(a) Pengelakan/penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat 

diantara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang menggelapkan 

pajaknya dengan menekan menekan biaya secara tidak legal, mereka 

mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingan-saingan 

yang tidak berbuat demikian. 

(b) Pengelakan/penggelapan pajak tersebut merupakan penyebab stagnasi 

perputaran roda ekonomi yang apabila perusahaan bersangkutan 

berusaha untuk mencapai tambahan dari keuntungannya dengan 

penggelapan pajak, dan tidak mengusahakan dengan jalan perluasan 
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aktivitas atau peningkatan usaha. Untuk menutup-nutupinya agar jangan 

sampai terlihat oleh fiskus. 

(c) Pengelakan/penggelapan pajak termaksud juga menyebabkan langkanya 

modal karena para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungannya 

terpaksa berusaha keras untuk menutupinya agar tidak sampai terdeteksi 

oleh fiskus.  

Oleh karena itu pengelakan/penggelapan pajak yang dilakukan oleh 

para WP pada hakikatnya menimbulkan dampak yang secara tidak 

langsung menghambat pertumbuhan dan perluasan usahanya, dengan 

mencoba sedemikian rupa untuk meminimalkan jumlah beban pajak 

yang dilaporkan di SPT. Hal ini juga mengakibatkan ruang lingkup 

perputaran modal suatu usaha menjadi  tidak leluasa dikarenakan WP 

berusaha menyembunyikan laba atau keuntungannya sedemikian rupa 

agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus. 

(3)  Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dalam Bidang Psikologi  

 Akibat dari penggelapan pajak itu juga dirasakan dalam bidang 

psikologi, sebab penggelapan pajak membiasakan Wajib Pajak untuk 

melanggar undang-undang. Apabila Wajib Pajak sampai hati melakukan 

penipuan dalam bidang fiskal, lambat laun Wajib Pajak tidak akan segan-

segan berbuat sama dalam hal ini. 

Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa pengelakan/ 

penggelapan pajak yang telah dilakukan oleh WP memiliki konsekuensi 

yang sangat beresiko secara materil dan non materil. Secara materil bahwa 

WP akan menganggap perbuatan penggelapan pajak itu akan 
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menguntungkannya secara jangka panjang, akan tetapi konsekuensi yang 

terjadi jika terungkapnya tindak penggelapan pajak tersebut, maka WP akan 

membayar dengan kerugian berkali-kali lipat disertai dengan dengan denda 

dan kurungan pidana dalam jangka waktu tertentu, ditambah pula jika WP 

tidak mempunyai cukup dana untuk menutup denda yang diputuskan, 

sejumlah asset akan disita dan bisa berdampak pada kebangkrutan bahkan 

resiko kejiwaan.  

6. Keadilan 

a. Keadilan Pajak 

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara 

adalah adanya keadilan. Hal ini karena secara psikologis masyarakat 

menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Oleh karena itu tentunya 

masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan 

yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Hal ini 

dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada. 

Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan self 

assesment system, prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak 

menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti tax avoidance maupun tax 

evasion. Mardiasmo (2009) dalam penelitian Irma (2013) mengutarakan bahwa 

sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya 

yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan 
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keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada 

Majelis Pertimbangan Pajak. 

 

Asas keadilan pemungutan pajak dibedakan menjadi dua (Irma, 2013), 

yaitu:  

(1) Benefit Principle  

Wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang 

dinikmatinya yang disediakan oleh pemerintah. 

(2) Ability Principle  

Pajak dibedakan kepada Wajib Pajak atas dasar kemampuan membayar dan 

penghasilannya.  

Keadilan oleh Siahaan dalam penelitian Irma ((2013) dibagi dalam tiga 

pendekatan aliran pemikiran, yaitu:  

(1) Prinsip Manfaat (Benefit Principle)  

  Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapaahli 

perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus 

didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu 

sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap 

wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa 

pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan 

oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan 
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sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh 

karena itu, prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, 

tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.  

(2) Prinsip Kemampuan Untuk Membayar (Ability To Pay)  

  Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu 

sendiri, terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, 

perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan 

setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. 

(3) Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pembebanan 

pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang lebih baik 

dalam mengatasi masalah redistribusi dalam pendapatan masyarakat, tetapi 

mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik 

(Siahaan, 2010:113).  

 

b. Keadilan Horizontal Dan Keadilan Vertikal  

Mengacu pada prinsip kemampuan untuk membayar, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak, yaitu:  

(1) Keadilan Horizontal  

Suatu pemungutan pajak memenuhi keadilan horizontal apabila Wajib Pajak 

yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama (equal treatment 

for equals) dalam hal sebagai berikut (Irma, 2013)  
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(a) Definisi penghasilan  

Apabila beban pajaknya sama atas semua Wajib Pajak yang 

memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang 

sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.  

(b) Globality  

Seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran membayar 

(The Global Ability to Pay) karena itu harus dijumlahkan menjadi satu 

sebagai objek pajak.  

(c) Net Income  

Yang menjadi Ability to pay yaitu jumlah neto setelah dikurangi semua 

biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan 

memelihara penghasilan.  Sebab  penerimaan  atau perolehan yang 

dipakai untuk mendapatkan penghasilan, tidak dapatdipakai lagi untuk 

memenuhi kebutuhan Wajib Pajak. Jadi yang dipakai untuk biaya 

tersebut bukan merupakan tambahan dari kemampuan ekonomis. 

(d) Personal Exemption  

Pengurangan yang diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang 

berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

(e) Equal Treatment for The Equals  

Seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa 

membebankan jenis atau sumber penghasilan. 
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Prinsip keadilan horizontal ini diberlakukan kepada WP dengan maksud 

dan tujuan terhadap tingkat kesetaraan dalam perolehan penghasilan. WP 

yang memiliki tingkat penghasilan yang setara, akan dikenakan pajak yang 

setara pula. Tentunya disertai dengan berapa besar PTKP (Penghasilan 

Tidak Kena Pajak) masing-masing WP yang menjadi pengurang beban 

pajaknya. 

(2) Keadilan Vertikal 

Sedangkan pemungutan pajak diakatakan adil secara vertikal apabila 

orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda 

dikenakan pajak penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya atau 

yang sering disebut dengan unequal treatment for the unequals (Adrian, 

2008:19 (Mansyuri, 1996:10)) dalam penelitian Irma (2013). Syarat-syarat 

keadilan vertikal adalah sebagai berikut: 

(a) Unequal Treatment for The Unequals  

Besarnya tarif dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah 

seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau 

sumber penghasilan). 

(b) Progression  

Wajib Pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak yang 

besar dengan presentase tarif yang besar. 

Dalam hal ini keadilan vertikal dapat kita jumpai pada WP yang 

memilki profesi dibidang keahlian pribadi, contohnya adalah seorang 

dokter. Dimana seorang dokter memiliki tambahan penghasilan lain diluar 
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pekerjaannya di rumah sakit dengan membuka praktek secara pribadi 

ditempat yang berbeda, maka dokter ini akan dikenakan tarif penghasilan 

progresif, dan masih banyak lagi jenis pekerjaan yang dikenakan tarif 

progresif. 

Siahaan dalam penelitian Suminarsasi (2011) juga memaparkan tiga 

aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam  penerapan pajak, antara lain:  

(1) Keadilan dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak  

(2) Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan  

(3) Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak 

 

7.  Sistem Perpajakan 

a. Asas Perpajakan  

Banyak pendapat ahli yang mengemukakan tentang asas-asas 

perpajakan yang harus ditegakan dalam membangun suatu sistem 

perpajakan. Adam Smith dalam buku Wealth of Nations, menyatakan bahwa 

pemungutan pajak hendaknya didasarkan oleh empat asas, equality/equity, 

certainly, convenience of payment dan economy (Irma, 2013:45) 

Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealh Of Nations dengan ajaran 

yang terkenal “The Four Maxims”, asas pemungutan pajak adalah sebagai 

berikut: 

(1) Asas Equality (asas keadilan) 

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan 

kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak. Negara tidak boleh bertindak 

diskriminatif  terhadap Wajib Pajak. 



31 
 

(2) Asas Certainty (asas kepastian hukum) 

Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang 

melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. 

(3) Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu 

 atau asas kesenangan) 

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib Pajak (saat yang 

paling baik), misalnya disaat Wajib Pajak baru menerima 

penghasilannya atau disaat Wajib Pajak menerima hadiah. 

(4) Asas Effeciency (asas efisien atau asas ekonomis) 

Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai 

terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. 

 b. Sistem Perpajakan di Indonesia 

Menurut Mardiasmo (1992:8), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 

3 (tiga) yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, With 

Holding System. 

(1) Official Assessment System  

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada 

pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak. Wewenang untuk menentukanbesarnya pajak terutang 

ada pada Fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah 

dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus Mardiasmo dalam 

penelitian Irma (2013).  

Menurut Siahaan dalam peneltian Irma (2013), sistem perpajakan 

yang telah diterapkan pada perundang-undangan perpajakan atas 
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penghasilan dan kekayaan adalah sistem penetapan pajak oleh instansi 

pajak (official assessment). Oleh karena itu berlaku hal-hal sebagai 

berikut:  

(a) Pemungutan pajak dibebankan kepada administrasi pajak, sehingga 

berhasil atau tidaknya pemungutan pajak bergantung pada aktivitas 

aparatur perpajakan, baik dalam mencari subjek pajak maupun 

dalam menetukan besarnya pajak terutang.  

(b) WP dalam memenuhi kewajibannya mengisi dan memasukan Surat 

Pemberitahuan Tahunan (SPT) tergantung pada aktivitas aparatur 

perpajakan untuk mengirimkan SPT tersebut kepada WP. Meskipun 

ditentukan, apabila sampai akhir bulan Maret tahun berikutnya 

masih belum bisa menerima pengiriman SPT, WP diwajibkan 

mengambil sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).  

(c) Fungsi SPT adalah sebagai dasar administrasi perpajakan untuk 

menetapkan besarnya pajak yang terutang. Hasil penghitungan dan 

penetapan pajak tersebut tertuang pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) 

yang dikirimkan kepada WP yang bersangkutan. Pada saat SKP 

diterbitkan, secara formal timbul utang pajak dan pada administrasi 

perpajakan (KPP) timbul dasar penagihan pajak. 

(d) Sesuai fungsi SPT diatas, maka pada penyampaian SPT tidak 

merupakan keharusan adanya pelunasan pajak terlebih dahulu atas 

jumlah pajak yang terutang seperti yang tertera dalam SPT.  

(e) Terlambat menyampaikan SPT atau melakukan penundaan dalam 

menyampaikan SPT tidak dikenakan sanksi, baik berupa denda 

maupun bunga. Kecuali apabila telah diperingatkan secara tertulis 
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dan tercatat ternyata masih belum memenuhinya, kepada WP 

dikenakan sanksi berupa penetapan secara jabatan, yaitu penetapan 

pajak berdasarkan penghasilan yang telah diperkirakan oleh fiskus.  

(f)  Kepasifan WP diatas juga terjadi pada tahun berjalan, dimana WP 

baru melakukan pembayaran pajak apabila telah memperoleh SKP 

meskipun masih bersifat sementara.  

 (2)  Self Assessment System  

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak 

terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak aktif mulai dari, 

menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, 

Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Irma, 2013). 

Menurut Siahaan dalam penelitian Irma (2013), self assessment 

system sebagai suatu bentuk sistem hukum yang modern dibidang 

perpajakan, dan ini sejalan dengan falsafah bangsa yang meletakkan 

pembayaran pajak sebagai bentuk kegotongroyongan nasional 

sebagaimana yang dimaksud dalam jiwa Pancasila. Dalam sistem ini 

pajak terutang bukan karena adanya SKP (faham formal dalam utang 

pajak), namun adanya pajak terutang karena timbulnya subjek memiliki 

objek pajak (faham material dari timbulnya utang pajak). Dalam hal ini 

bukan berarti pengertian faham formal timbulnya utang pajak (melalui 

penerbitan SKP) tidak ada, SKP diterbitkan apabila WP memiliki 

kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang bersifat 
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bukan merupakan perbuatan pidana. Dalam hal kesalahan tersebut 

bersifat kekeliruan yang bersifat manusiawi dari WP maka kekeliruan 

itu cukup diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) (Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 yang mulai berlaku pada 1 Januari 

2008). 

Menurut Siahaan dalam penelitian Irma (2013), keuntungan 

penerapan self assessment system adalah sebagai berikut:  

(a) Uang pajak dapat segera masuk ke kas Negara tanpa melalui proses 

 penagihan yang bertele-tele. Begitu suatu taatbestand terpenuhi, maka 

 telah ada utang pajak yang harus dibayar oleh Wajib pajak tanpa 

 menunggu adanya SKP dari pejabat pajak. Dengan demikian WP dapat 

 segera membayar utang pajak ke kas Negara tanpa perlu menunggu 

 ditagih oleh fiskus. Tindakan penagihan tetap diperlukan hanya saja 

 tidak dilakukan kepada semua WP tetapi terhadap WP tertentu saja, 

 yaitu WP yang tidak melunasi utang pajak sebagaimana mestinya. 

(b) Karena tanpa melalui proses penagihan terhadap semua WP, maka ada 

 unsur efisiensi biaya pemungutan pajak. Fiskus hanya perlu 

 meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap WP agar mereka 

 memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar. 

(c) Adanya sanksi perpajakan bagi WP yang tidak melaksanakan kewajiban 

 perpajakan sebagaimana mestinya. Baik sanksi administrasi maupun 

 sanksi pidana, diharapkan adanya efek jera serta menimbulkan tingkat 

 kepatuhan di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.  
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(d) Meningkatkan kebanggaan kepada masyarakat karena telah dipercaya 

 oleh Negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban kenegaraannya 

 tanpa harus dilayani oleh fiskus; hal ini menunjukan telah meningkatnya 

 kecerdasan bangsa. 

(e) Meningkatkan kesadaran perpajakan secara sukarela (voluntary tax 

 compliance) masyarakat karena tanpa campur tangan fiskus yang besar, 

 masyarakat telah memahami tata cara pelaksanaan kewajiban 

 perpajakan secara baik dan benar.  

8. Diskriminasi 

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah 

setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak 

langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, 

kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan 

keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau 

penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan 

kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam 

bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.  

Menurut Danandjaja dalam penelitian Irma (2013), diskriminasi adalah 

perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, 

berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, 

seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas 

sosial.”  
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Sedangkan definisi diskriminasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

adalah mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat 

berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada 

hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penulis merujuk pada empat penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian, yaitu: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Variabel  

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

(Kesimpulan) 

Suminarsa

si  

dan  

Supriyadi  

(2011) 

Pengaruh  

Keadilan,  

Sistem  

Perpajakan 

dan  

Diskrimina

si  

Terhadap  

Persepsi 

Wajib  

Pajak 

Mengenai  

Etika  

Penggelapa

n  

Pajak (Tax  

Evasion)  

1. Keadilan (X1)  

2. Sistem  

    Perpajakan   

(X2)  

3. Diskriminasi  

   (X3)  

4.Etika 

Penggelapan  

    Pajak (Y) 

Menggunakan 

variable 

independen 

yaitu sistem 

perpajakan dan 

diskriminasi 

dengan metode 

convenience  

nonprobability  

sampling dan 

skala likert 

untuk  

pengukuran  

variabel 

Penggelapan pajak 

dipandang sebagai suatu hal 

yang etis dan juga tidak etis, 

hasil dalam  

penelitian ini hanya 

mendukung  

dua dimensi saja, yaitu 

sistem  

perpajakan dan 

diskriminasi,  

sehingga variable keadilan 

belum  

bisa dibuktikan. 

Andarini 

(2010) 

Dampak 

Dimensi 

Keadilan 

Pajak 

Terhadap 

Tingkat 

Kepatuhan 

Wajib 

Pajak 

Badan 

1 Keadilan (X) 

2.Perilaku     

Kepatuhan Pajak 

(Y) 

Menggunakan 

Variabel 

Independen 

yaitu keadilan 

dengan metode 

populasi dan 

sampel (random 

sampling) 

Tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak Badan lebih 

dipengaruhi oleh ketatnya 

sistem perpajakan yang 

berlaku dibandingkan 

persepsi mereka mengenai 

keadilan perpajakan. 

Sehingga sistem perpajakan 

disini memicu perlakuan 

penggelapan pajak 

Mesri 

Elmiza, 

Popi 

Pengaruh 

Keadilan, 

Sistem 

1. Keadilan (X1)  

2. Sistem  

    Perpajakan 

Menggunakan 

Variable 

Independen 

keadilan dan diskriminasi 

dapat mempengaruhi 

penggelapan pajak bagi 
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Fauziati, 

Yunilma 

(2013) 

Perpajakan, 

Diskrimina

si Terhadap 

Persespsi 

Wajib 

Pajak 

Mengenai 

Etika 

Penggelapa

n Pajak 

(Tax 

Evasion) 

(X2)  

3. Diskriminasi  

   (X3)  

4.Etika 

Penggelapan  

    Pajak (Y) 

wajib pajak. sebaliknya 

sistem perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap etika 

penggelapan pajak. 

Wahyu 

Rachmadi 

(2014) 

Faktor-

Faktor 

Yang 

Mempenga

ruhi 

Persepsi 

Wajib 

Pajak 

Orang 

Pribadi 

Atas 

Perilaku 

Penggelapa

n Pajak 

1.Pemahaman 

Perpajakan (X2) 

2.Pelayanan 

Aparat Pajak 

3.Sanksi 

Perpajakan(X3) 

4.Persepsi 

Perilaku(X4) 

Penggelapan 

Pajak (Y) 

Menggunakan 

Variabel 

Independen 

dengan metode 

survey dan 

skala 

pengukuran 

skala interval 

dimensi sistem perpajakan 

ini secara signifikan sangat 

berpengaruh terhadap 

perilaku wajib pajak dalam 

melakukan penggelapan 

pajak 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis 

dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.1. 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

Persepsi Wajib 

Pajak mengenai 

Penggelapan Pajak 

Diskriminasi (X3) 

Sistem Perpajakan 

(X2) 

Keadilan (X1) 
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D. Hipotesis Penelitian 

Ha1 :  Keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan 

    pajak 

Ha2 : Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai         

penggelapan pajak 

Ha3 : Diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai  

penggelapan pajak 

 

1. Keadilan Dengan  Penggelapan Pajak 

Menurut Mardiasmo dalam penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011:6) 

mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, 

undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam 

perundang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, 

serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam 

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding 

kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Sebagaimana penelitian yang dilakukan 

oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menunjukan adanya pengaruh positif 

keadilan terhadap persepsi etis Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.  

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mesri, Popi, Yunilma 

(2013) yang mengemukakan bahwa pengujian hipotesis ditemukan bahwa 

keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dengan nilai t hitung  2,524 

dan tingkat signifikannya adalah 0,014. Hal ini menunjukan sudah terbukti 

bahwa keadilan dapat mempengaruhi penggelapan pajak bagi wajib pajak. 
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Adanya berbagai pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang 

termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi perilaku mereka 

dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin rendahnya keadilan yang berlaku 

menurut pesepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya dan 

kewajibannya akan semakin menurun hal ini berarti mendukung sikap 

seseorang untuk melakukan penggelapan pajak yang semakin tinggi, maka 

hipotesis yang pertama adalah:  

Ha1: Keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak 

2. Sistem Perpajakan Dengan Penggelapan Pajak  

Sistem perpajakan Indonesia mempunyai arti bahwa penentuan penetapan 

besarnya pajak terutang dipercayakan kepada WP sendiri untuk melaporkan 

secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Aparat perpajakan 

berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan 

pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan 

penerapan sanksi perpajakan. Pembinaan masyarakat atau WP dilakukan 

melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan 

perpajakan, baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada 

masyarakat (Irma, 2013)  

Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan 

oleh WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila sistem yang ada 

dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka WP akan 

memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya, tetapi jika hal sebaliknya yang terjadi karena WP 
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merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala 

kepentingannya, maka WP akan menurunkan tingkat kepatuhan atau 

menghindar dari kewajiban perpajakannya (Irma, 2013). 

Dalam penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011:15) menunjukkan bahwa 

sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai  penggelapan pajak (hipotesis alternatif diterima). Hal ini berarti para 

wajib pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka 

perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan 

tetapi apabila sistem perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku 

penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis. 

Dalam penelitian Andarini (2010) yang mengemukakan bahwa sistem 

perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak, dimana Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan lebih 

dipengaruhi oleh ketatnya sistem perpajakan yang berlaku dibandingkan 

persepsi mereka mengenai keadilan perpajakan. Apabila sistem perpajakan 

yang berlaku sangat lemah otomatis hal ini akan memicu wajib pajak dalam 

melakukan penggelapan pajak. 

Ha2: Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan  pajak  

3. Diskriminasi Dengan Penggelapan Pajak  

Menurut Danandjaja (dalam penelitian Irma (2013), diskriminasi adalah 

perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, 

berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, 

seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas 

sosial. Perilaku diskriminasi dalam hal perpajakan ini merupakan tindakan yang 
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menyebabkan keengganan masyarakat/WP (baik domistik dan asing) dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti perlakuan diskriminasi pajak pada 

Investor asing (konstruksi dan manufaktur) yang menanamkan modalnya di 

Indonesia, dimana para investor dikenakan tarif pajak yang tinggi sebesar 30% 

dibandingkan Negara ASIA lainnya (malaysia, Thailand dll) yang menimbulkan 

para Investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia menjadi enggan 

(www.ortax, diakses pada Juni 2012).  

Dalam penelitian yang dilakukan Suminarsasi (2010) membuktikan jika 

diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan 

pajak. Dimana Variabel diskriminasi menunjukkan nilai koefisien regresi 0,966, 

thitung = 8,222 dengan nilai p=0,000, sedangkan t tabel pada tingkat 

signifikansi 5% adalah = 1,6517. Menurut thitung > ttabel (8,222 > 1,6517), 

dengan p<0,05, variabel diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi etis wajib 

pajak. Selain itu, menurut nilai koefisien regresinya bertanda positif sesuai 

dengan tanda yang diharapkan untuk hipotesis ketiga, yaitu bertanda positif, 

maka hipotesis null berhasil ditolak, hipotesis ketiga terdukung.  

Ha3: Diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak 

 

 


